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ABSTRAK 
 

MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI 

GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 

2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 

(Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl) 
 

Oleh 

FAJAR ARI TAMA 

 

Gugatan sederhana adalah gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan 

sederhana, hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, 

cepat dan biaya ringan, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan untuk proses 

penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dari segala perikatan yang mana nilai 

materiil tidak melebihi dari Rp. 500.000.000, gugatan tersebut diterapkan untuk 

mengurangi penumpukan perkara, wanprestasi itu sendiri dapat diselesaikan 

melalui gugatan sederhana. 

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan tipe 

penelitian deskriptif dengan judicial case study untuk spesifikasi penelitian yang 

bersifat deskriptif-analistis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara 

dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka 

seperti buku-buku keputakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, 

karya ilmiah, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mekanisme penyelesaian sengketa atau perkara perdata melalui penyelesaian 

gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas 

Perma Nomor 2 Tahun 2015, untuk mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian 

gugatan wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam perkara Nomor 

25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl di Pengadilan Negeri Menggala. 

Berdasarkan hasil penelitian proses penyelesaian wanprestasi melalui gugatan 

sederhana berdasarkan perma Nomor 4 Tahun 2019 terdapat beberapa tahapan. 

Serta dalam proses pemeriksaan hakim mempunyai beberapa kendala, tetapi di 

dalam kendala tersebut hakim mempunyai cara untuk dapat menyelesaiakan 

perkaara tersebut maksimal 25 hari setelah sidang pertama agar tetap terciptanya 

asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi  
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ABSTRACT 

 

MECHANISM FOR SETTLEMENT OF TORT CLAIMS THROUGH 

SIMPLE CLAIMS BASED ON REGULATION OF REGULATION NUMBER 

4 OF 2019 CONCERNING AMENDMENT TO PERMA NUMBER 2 OF 2015 

(Case Study Case Number: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl) 

 

By 

FAJAR ARI TAMA 

 

A simple lawsuit is a lawsuit whose settlement method is simple, it is 

intended to fulfill the principle of simple justice, fast and low cost, basically 

the lawsuit is made for the process of settling defaults or broken promises 

from all engagements where the material value does not exceed Rp. 

500,000,000, the lawsuit is applied to reduce the accumulation of cases, the 

default itself can be resolved through a simple lawsuit. 

 

This research method uses a normative-empirical legal method with a 

descriptive research type with a judicial case study for descriptive-

analytical research specifications. In this study, the data sources used were 

primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews 

with informants. While secondary data is obtained from library materials 

such as literature books, laws and regulations, legal journals, scientific 

papers, and others. The purpose of this study is to find out the mechanism 

for resolving disputes or civil cases through settlement of simple lawsuits 

based on Perma Number 4 of 2019 amendments to Perma No. 2 of 2015, to 

find out the stages of settlement of default claims through simple claims in 

case Number 25/Pdt.G.S/ 2020/PN Mgl at the Menggala District Court. 

 

Based on the results of research on the process of resolving defaults through 

a simple lawsuit based on Perma No. 4 of 2019, there are several stages. As 

well as in the examination process the judge has several obstacles, but 

within these constraints the judge has a way to be able to resolve the case a 

maximum of 25 days after the first trial so that the principle of simple, fast 

and low-cost justice continues to be created. 

 

Keywords: Simple Lawsuit, Default 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286) 

 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Dengan tiada 

berkesudahan ia mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan dari pergaulan 

masyarakat, dan hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas-batas 

kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka 

dengan siapa ia berhubungan.1 Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai 

pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan 

atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Dapat dikatakan, bahwa setiap orang 

melaksanakan hukum.  

 

Manusia sebagai makhluk sosial, berinteraksi satu sama lain secara individu atau 

sosial dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. 

Adanya interaksi antara para pihak menciptakan suatau hubungan tertentu. Hak 

dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus saling terpenuhi. 

Namun, pemenuhan hak dan kewajiban seringkali terabaikan sehingga 

menimbulkan interpretasi atau persilangan yang berbeda pendapat yang 

berpotensi menjadi sengketa.2 

 

Sengketa dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk perbedaan kepentingan atau 

perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Adanya aturan yang kaku 

juga dapat menimbulkan sengketa yang dianggap sebagai hambatan untuk 

mencapai tujuan dari masing-masing pihak. Sebab, setiap pihak akan berusaha 

 
1 Van Apeldoorn, L. J. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2004, hlm. 

41. 
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 2010, hlm. 617. 
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mencapai tujuannya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa.3 

 

Perselisihan yang sering terjadi karena adanya interaksi dimasyarakat adalah 

perselisihan antara perorangan atau termasuk kedalam sengketa perdata. Hukum 

perdata merupakan aturan atau norma yang memberikan batasan dan dengan 

demikian melindungi kepentingan perseorangan dengan membandingkan 

kepentingan yang benar dengan kepentingan orang lain di dalam suatu masyarakat 

tertentu, terutama kaitannya dengan hubungan keluarga dan lalu lintas. Menurut 

ruang linkupnya, hukum perdata memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti 

luas, hukum perdata mencakup hukum privat materiil yaitu mengatur kepentingan 

perseorangan. Adapun dalam arti sempit, hukum perdata merupakan lawan dari 

hukum dagang.4 Jika dilihat menurut fungsinya, hukum perdata terbagi menjadi 

hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil umumnya mengatur ketentuan 

hubungan hukum antara seseorang dengan oarang lain, sedangkan hukum perdata 

formil yakni peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin 

ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaan hakim. Dalam perspektif 

hukum, hukum adalah segala peraturan yang menjadi pedoman perilaku setiap 

orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai hukuman 

yang tegas apabila dilanggar.5 

 

Dalam hukum perdata, subjek hukum dibagi menjadi tiga, yaitu orang, badan 

hukum, dan korporasi. Orang perseorangan atau badan hukum ialah pemegang 

hak yang diberikan oleh undang-undang. Seseorang dari lahir sampai mati disebut 

sebagai subjek hukum (pembawa hak). Semua subjek hukum baik manusia atau 

badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan 

diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini 

mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian 

tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 

 
3 Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 1. 
4 Subekti, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, hlm. 9 
5 Andulkadir Muhammad, (2014), Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hlm. 1. 
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Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam melakukannya 

selalu terhalang oleh hak dan/atau kewajiban. Kontrak hukum adalah suatu 

hubungan hukum yang di dalamnya para pihak sepakat untuk bertindak menurut 

hukum, yang dengan jelas memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat bagi 

subjek dan objek sehingga pihak yang satu berkewajiban kepada pihak lainnya 

pada waktu tertentu. Jika haknya sendiri telah dilanggar atau dirampas, mereka 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan isi yang disepakati oleh 

para pihak.6  

 

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materill perdata, dapat 

berlangsung secara diam-diam diantara pihak yang bersangkutan tanpa melalui 

pejabat atau instansi resmi. Namun demikian, tidak ada yang dapat menjamin 

secara mutlak bahwa setiap individu dapat mematuhi dan mentaati hukum materill 

tersebut, karena tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya dengan baik terhadap pihak lain sehingga menimbulkan 

perselisihan, membuat pihak lain merasa dirugikan, mengganggu keseimbangan 

kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang 

telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan. Untuk melaksanakan 

hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk 

mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan 

hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum 

materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil 

atau hukum acara perdata.7  

 

Setiap warga negara memiliki persamaan hak di hadapan hukum dan dia 

mempunyai hak untuk membela hak-haknya jika dia merasa dirugikan oleh pihak 

lainnya. Dalam hal untuk menyelesaikan sengketa ini pihak yang bersengketa 

dapat melakukan mediasi sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan 

tuntutannya secara damai. Namun, jika para pihak yang bersengketa tidak dapat 

 
6 I. W. Bandem, Wisadnya W. & T. Mordan, (2020), Akibat Hukum Perbuatan 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1), hlm. 1. 
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 

2002, hlm. 2. 
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menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketanya haruslah melakukan 

proses litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karena para 

pihak membutuhkan bantuan dari hakim pengadilan untuk memutus perkaranya. 

Hal ini adalah dasar untuk berpikir pemberlakuan gugatan perdata dalam hukum 

acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara 

hakim. Dalam kata lain Hukum Acara Perdata ialah Pengaturan Hukum yang 

mengatur bagaimana caranya mengajukan Hak, Memeriksa serta memutuskannya 

pelaksanaan dari pada putusan dengan perantara hakim. Tuntutan dalam hal ini 

adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hokum yang 

diberikan pengadilan untuk mencegah Eigenrichting (Tindakan menghakimi 

sendiri). Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan 

hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa 

persetujuan dari pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian. 

Kata “Acara” disini berarti Proses Penyelesaian perkara lewat hakim 

(Pengadilan), Proses penyelesaian perkara lewat hakim ini bertujuan untuk 

memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan/terganggu, mengembailikan 

suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi 

peraturan hukum perdata, sehingga peraturan hukum perdata berjalan 

sebagaimana mestinya. Secara Teologis Hukum Acara Perdata adalah peraturan 

hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata dengan 

tujuan meminta keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai 

peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim 

(Pengadilan) sejak dimajukannya gugatan samapai dengan pelaksanaan putusan 

hakim.  

Dalam rangka mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah, 

Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan model gugatan 

sederhana, yang diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2015, kemudian di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 
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Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.8 Dengan 

dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka diharapkan 

penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat dilaksanakan secara sederhana, 

cepat, dan biaya ringan, yang mana kemudian dapat mewujudkannya access to 

justice atau jalan memperoleh keadilan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah 

satu jawaban bagi para pencari keadilan yang ingin cepat menyelesaikan sengketa 

dan membawa perkara di Pengadilan Negeri yaitu selama 25 hari terhitung sejak 

hari sidang pertama. Dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2019,9 menjelaskan bahwa jangka waktu peninjauan kembali untuk litigasi 

sederhana relatif singkat, karena dalam prses peninjauan gugatan sederhana, 

persyaratan peraturan, pengecualian, perjanjian kembali, intervensi, duplikasi, 

pengulangan, atau kesimpulan tidak diperbolehkan. Sehingga biaya yang 

ditanggung para pihak tidak terlalu tinggi. Pasal 2 ayat 4 serta Pasal 4 ayat 2 

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggaraan 

peradilan memiliki asas sederhana, cepat serta biaya ringan Asas yang disebut 

sederhana berarti penanganan perkara, persidangan, dan penanganan perkara 

secara cepat dan efektif. Dan “low cost” adalah biaya perkara yang terjangkau 

oleh masyarakat. Salah satu faktor penyebab adanya perselisihan ataupun 

sengketa antara dua orang atau lebih ialah terjadinya suatu perjanjian. Perjanjian 

adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu 

persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan10 seperti 

yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata.  

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa adanya kaitan hukum 

yang timbul akibat dari perjanjian yang dimana dilakukan untuk mengikatkan diri 

pada satu orang atau lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan 

 
8 Anita Afriana. 2018. Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem 

Peradilan Perdata. Jurnal UBELAJ. Volume 3. Nomor 1. April 2018. Hlm:4. 
9 Direktur Utama B. P. R., (2020), Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan 

Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, Jurnal Spektrum Hukum, 15(02), hlm. 239. 
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2010, hlm. 290. 
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ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perikatan lahir 

berdasarkan adanya suatu perjanjian dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku 

dan kesepakatan merupakan penutup dari negoisasi antar pihak yang mengikat 

penawaraan dan penerimaan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian 

menurut R. Subekti adalah peristiwa yang dimana satu pihak melakukan 

perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu 

hal tertentu.11  

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian itu meliputi: Ada para pihak; Ada kesepakatan 

antara para pihak; Ada prestasi yang akan dicapai, ada bentuk lisan atau tulisan 

tertentu; Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; Ada tujuan untuk 

dicapai. Perjanjian tersebut menimbulkan kesepakatan atau hubungan hukum 

yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.Dengan demikian, suatu 

perjanjian dalam bentuk perjanjian bersifat mengikat, bahkan berdasarkan Pasal 

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata perjanjian ini mengikat para pihak secara 

hukum.12 Dengan adanya kesepakatan atau perjanjian, kreditur dapat menuntut 

pelaksanaan prestasi terhadap debitur. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan 

apa yang telah disepakati berjalan dengan lancar, namun dalam prakteknya pada 

kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya 

sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.  

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan 

debitur.13 Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena 

disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia 

tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti 

yang telah diperjanjikan.14 Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa: 

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, 

 
11 R. Gumanti, (2012) Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata), Jurnal 

Pelangi Ilmu, 5(01), hlm. 3. 
12 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 

2006, hal. 15 
13 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: 2008) h.180. 
14 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h. 

146 
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barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 

dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.15 Wanprestasi juga 

dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah 

satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi 

terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. 

Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl dimana 

dalam kasus tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan suatu perjanjian yang 

dimana perjanjian tersebut dinamakan “Perjanjian Pinjaman”, dan melakukan 

perjanjian tersebut yang disepakati dan ditandatangani dalam Surat Pengakuan 

Hutang Nomor : SPH: PK1805HQ17/8103/05/2018 pada tanggal  11 Mei 2018. 

Untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). 

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan 

Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditanda-

tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp.3.977.800 

x 36 = Rp. 143.200.800,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu 

Delapan Ratus Rupiah). Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II 

memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan 

SHM No. 168 An :Darmawan. Dalam kasus ini Tergugat I dan Tergugat II tidak 

memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi yaitu ingkar janji karena tidak 

melaksanakan ketentuan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang 

Nomor : SPH: PK1805HQ17/8103/05/2018, bahwa Tergugat menunggak 

membayar angsuran kredit sehingga kredit Tergugat menunggak total sebesar 

Rp.83.178.277,-(Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah 

Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Dalam kasus ini Tergugat I dan Tergugat II 

tidak menunjukan itikad baik juga tidak menyelesaikan kewajiban membayar 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat. 

Dengan demikian pihak penggugat mengajukan gugatan pelanggaran wanprestasi 

kewajiban tergadap Tergugat melalui gugatan sederhana. 

 
15 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12 
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Dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana disebutkan penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai 

tata cara pemeriksaan dipersidangan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil 

Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan 

pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana dalam 

suatu perkara tidak dapat melebihi waktu 25 hari sejak sidang pertama. Dalam hal 

perkara yang diselesaikan melalui Small Claim Court, ada 2 perkara yang tidak 

dapat diselesaikan melalui Small Claim Court yakni perkara yang penyelesaian 

sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara hak sengketa atas 

tanah. 

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mencoba meneliti dari 

permasalahan diatas yang kami simpulkan dengan judul MEKANISME 

PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI GUGATAN 

SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 (Studi 

Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan 

melalui gugatan sederhana ? 

2. Bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi melalui gugatan sederhana 

dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl ? 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan 

dengan hanya membahas tentang hukum perdata terutama hukum acara perdata 

dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti 
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membatasi pembahasan mengenai mekanisme Penyelesaian sengketa perdata 

melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Menggala. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan 

pemeriksaan melalui gugatan sederhana. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi melalui 

gugatan sederhana dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Salah satu tujuan penulis ini berdasarkan rumusan masalah di atas dan diharapkan 

penulis mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka 

memperluas pengetahuan di masyarakat. Manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis  

Menambah, memperdalam dan memperluas wawasan pemahaman 

mengenai gugatan sederhana serta digunakan sebagai landasan bagi 

mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam dimasa yang akan datang. 

2. Praktis  

a. Bagi Penulis  

Memberikan pemahaman dan pengalaman dalam proses pencarian solusi 

terhadap permasalahan yang ada, dan memberikan dorongan dan 

semangatbagi peneliti lain untuk menemukan sesuatu yang bermakna bagi 

kajian bidang hukum karena dapat menambah khazanah dan wawasan 

pengetahuan bagi semua yang membaca dan khususnya bagi mahasiswa 

bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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b. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi yang bernilai positif bagi masyarakat serta 

memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai 

mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana dalam perkara 

wanprestasi. 

 

1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Teori Tujuan Hukum 

Untuk memahami tujuan hukum, pertama-tama kita perlu memahami di dalam 

definisi teoritisnya. Teori adalah gagasan yang didasarkan pada penelitian dan 

penemuan, didukung oleh data dan bukti.16 Teori adalah bahasa latin untuk 

“theoria” (merenungkan), dari “thea” (realitas) bahasa Yunani.17 Teori 

digunakan untuk menunjukan bentuk pemikiran yang terstruktur, sistematis, 

logis (rasional), empiris dan simbolik.18 Tujuan adalah arah, maksud dan/atau 

tujuan yang ingin dicapai.19 Hukum adalah tatanan sebagai suatu sistem aturan 

mengenai perilaku manusia.20 Bahwa teori tujuan hukum secara sederhana 

dapat disimpulkan sebagai penemuan yang sistematis terhadap suatu sistem 

aturan tentang tingkah laku manusia yang untuk diterapkan sesama manusia. 

Kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum terkait dengan perumusannya 

tentang masalah keadilan, yang mengarah pada pembedaan antara keadilan 

distributif dan keadilan korektif (perbaikan).21  

Keadilan distributif mengacu pada distribusi barang dan jasa kepada setiap 

orang berdasarkan status mereka dalam masyarakat, yang pada gilirannya 

terkait dengan gagasan bahwa semua orang sama di depan hukum (equality 

 
16 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, ( Jakarta: 

Balai Pustaka, 2008), hlm.1501 
17 Taufiqurrohman Syahuri, Materi Teori Hukum, (Jakarta, 2019), hlm 3. 
18 Ibid. hlm.4 
19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. 1554 
20 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ( Jakarta : 

Sekjen & Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 13 
21 Inge Dwisivimiar, “Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, 

(2011) (11) Jurnal Dinamika Hukum, h. 527 
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before the law). Sementara itu keadilan korektif adalah ukuran teknis dari 

prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum, seperti tentang standar yang 

umum digunakan untuk memperbaiki setiap akibat dari pelanggaran hukum. 

Keadilan menurut hukum menurut Aristoteles mendapatkan kekuasaannya 

dari apa yang ditetapkan oleh hukum.22 Dalam aspek filosofis keberadaan 

hukum, penentuan makna dan tujuan hukum serta fungsinya termasuk dalam 

telelogi hukum (ajaran finalitas).23  

a. Teori Etis/Teori Keadilan 

Teori etis menekankan kepada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik 

bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Di teori inilah keadilan 

dititikberatkan sebagai tujuan hukum. Hal ini dikarenakan isi hukum dianggap 

ditentukan oleh keyakinan etis terhadap apa yang adil (justice) dan yang tidak 

adil (unjustice). Keadilan berasal dari kata adil, dan menurut kamus bahasa 

Indonesia, adil bukan Sewenang-wenang, tidak memihak, tidak memihak. 

Keadilan secara khusus mencakup berarti bahwa keputusan dan tindakan 

didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep 

yang relatif, setiap orang berbeda, apa yang adil bagi seseorang belum tentu 

adil bagi orang lain. berbagai teori keadilan sebagai berikut: 

1) Teori keadilan Jhon Rawls 

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan 

pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan 

yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 2 (dua) prinsip 

keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas 

kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi 

setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial 

ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang 

bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik 

mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 

 
22 Ibid. 
23 I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis 2013, (Malang: 

Setara Press), h. 11 
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beruntung.24 Secara khusus, John Rawls mengembangkan konsep 

prinsip Dengan memanfaatkan secara maksimal konsep kreatifnya 

disebut keadilan "Posisi asli" (original position) dan "selubung 

ketidaktahuan" (veil of ignorance) adalah kesesuaian dan 

ketidaksetaraan kebutuhan sosial dan ekonomi setiap individu.25 

2) Teori keadilan Aristoteles 

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan inti dari hukum. 

Berdasarkan Aristoteles, keadilan dipahami sebagai persamaan namun 

bukan kesamarataan. Hak yang sama dibedakan menurut hak 

proporsionalnya dengan kemampuan prestasi yang telah dilakukannya. 

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua) jenis keadilan, yaitu 

keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. keadilan distributif 

adalah keadilan yang diberikan Masing-masing ditugaskan sesuai 

dengan prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama 

banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.26 

Selanjutnya, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan 

fairness korektif. Dalam pandangannya, keadilan distributif adalah 

keadilan yang diterapkan secara internal Hukum publik, yang 

menyangkut distribusi, kehormatan kekayaan, dan barang Lainnya 

yang diperoleh anggota komunitas. kemudian keadilan korektif 

berkaitan dengan mengoreksi kesalahan, memberikan kompensasi 

Hukuman yang pantas dijatuhkan pada pihak yang dirugikan atau pada 

pelaku. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi 

merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.27 

 

 

 
24 Raisul Muttaqien, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa 

Media), hlm 7. 
25 Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2011, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 

hlm 9. 
26 Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa 

dan Nusamedia), hlm. 239 
27 Hyronimus Rhiti, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke 

Postmodernisme), Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hlm. 241-242. 
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2. Teori Kemanfaatan/ Teori Ultititarianisme 

Teori ultititarianisme menekankan kepada tujuan hukum yang memberikan 

kebahagian yang sebesar-besarnya (the greatests happiness the greatest 

number). Menurut teori ultilitarian, kemanfaatan ialah tujuan utama hukum. 

Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-

banyaknya orang. Penilaian mengenai buruk atau baik, adil atau tidak adil 

hukum sangat bergantung apakah hukum dapat memberikan kebahagian pada 

manusia atau tidak, kemanfaatan diartikan sama dengan kebagiaan. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Utrech, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya 

kepastian hukum dalam pergaulan Manusia, yakni kepastian oleh karena 

hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.28 Tujuan hukum untuk memberi 

kepastian, dibahas dalam teori Positivisme hukum (Positivism-Legal 

Theory).29 

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum, hukum tidak dapat 

dilepaskan dari nilai kepastian, hukum tanpa adanya nilai kepastian manjadi 

kehilangan makna sebab tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman perilaku 

bagi masyarakat. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, kepastian 

hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut 

hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.30 Menurut 

Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) arti, yang pertama, adanya norma 

yang bersifat umum membuat setiap individu mengetahui mengenai perbuatan 

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan 

hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah karena 

dengan adanya norma yang bersifat umum masyarakat dapat mengetahui 

mengenai apa yang boleh dibebankan/dilakukan oleh negara terhadap 

 
28 Nurul Qamar.Sosiologi Hukum, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2015) hlm. 27 
29 Ibid, hlm. 29. 
30 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, (Yogyakarta: 

Liberty), hlm 160. 10 
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masyarakat.31 Kepastian hukum adalah jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan 

dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Ia 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, 

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. 

Hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan 

nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.32 

Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan 

dalam penulisan dan penjelasan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini 

kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :  

1. Mekanisme 

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur 

sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan 

yang di inginkan.33 

2. Gugatan  

Gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.34 

3. Gugatan Sederhana 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2019 Menyebutkan Gugatan Sederhana adalah tata 

cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan 

nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus 

 
31 Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra 

Aditya Bakti), hlm 23. 
32 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 

(Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung), hlm 95. 
33 Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h. 43 
34 Ibid, hlm 463 
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juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya 

sederhana. 

4. Wanprestasi  

R. Subekti menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila si berutang 

(debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia 

melakukan wanprestasi. Alpa atau lalai atau ingkar janji.  

5. Hukum Acara Perdata 

Hukum acara perdata adalah rangkaian aturan yang memuat cara 

bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan 

dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu 

untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.35 

6. Peraturan Mahkamah Agung 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma adalah Peraturan 

Mahkamah Agung (perma) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke 

selutuh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat 

hukum acara peradilan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permaslahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka 

konseptual, serta sistematika penulisan. 

Bab II: Tinjauan pustaka berisi berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai refrensi atau bahan pustaka 

yang terdiri dari pengertian hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, 

 
35 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 

2002 
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sumber-sumber hukum acara perdata, pengertian gugatan sederhana, dasar hukum 

gugatan sederhana, pengertian wanprestasi, dan bentuk-bentuk wanprestasi, profil 

intansi berisi mengenai lokasi Pengadilan Negeri Menggala, tingkatan kelas 

Pengadilan Negeri Menggala dalam peradilan umum, visi dan misi Pengadilan 

Negeri Menggala, berisikian juga peta yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala 

dalam tiga kabupaten yakni Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat 

dan Mesuji. Lambang Pengadilan Negeri Menggala beserta penjelasan logo 

Pengadilan Negeri Menggala. 

Bab III: Berisi Metode Penelitian dan Praktik Kerja, terdiri atas  metode 

penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, penentuan narasumber, prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan waktu dan tempat 

pelaksanaan, metode pelaksanaan, tujuan magang, serta manfaat kerja magang. 

Bab IV: Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, berisi deskripsi berupa 

penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian. 

Bab V: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata 

2.1.1  Pengertian Hukum Acara Perdata 

Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum acara perdata 

sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata 

melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan 

pengadilan.36 Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu 

kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 

kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan 

hak-hak dan kewajibankewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum 

perdata materiil.37  

Sifat dari hukum acara perdata baik teori ataupun praktiknya merupakan peraturan 

yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas terjadinya suatu pelanggaran 

hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada didalam 

hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan yang 

berjalan dengan tertib dan mencegah adanya main hakim sendiri (eigenrichting) 

antara satu pihak dengan yang lain setelah adanya pelanggaran hak dan merugikan 

salah satu pihak atau lebih.38 

Secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata 

melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan, 

 
36 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2015), hlm. 10 
37 Retnowulan Soetantio, 2002, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek 

(Bandung: Mandar Maju), hlm 1 
38 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 

2011, hlm.8-9. 
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pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau 

pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum 

acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan 

diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di 

luar pengadilan). Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga 

menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam 

keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata 

diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan 

hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum 

yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara 

subyek hukum yang satu dengan yang lain.39 Untuk melaksanakan hukum perdata 

materiil tersebut, dalam hal adanya pelanggaran atau untuk mempertahankan 

berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan 

rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu 

sendiri. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum formil atau hukum acara 

perdata. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., hukum acara perdata 

adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin 

ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan 

lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana 

caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat 

dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya 

mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari 

putusannya.40 

 
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2015), hlm. 16 
40 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 2. 
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2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata 

Dalam proses penegakan hukum perdata yang pasti melalui hukum acara perdata 

menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas hukum acara perdata, 

yaitu:41 

a. Hakim bersifat Menunggu  

Asas ini menetapkan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan 

petisi kewarganegaraan semata-mata ada pada mereka yang terlibat. Untuk itu 

berlaku adagium “ judex ne procedat ex officio” apabila tidak ada gugatan maka 

disitu tidak ada hakim. Dengan demikian, orang yang mengajukan gugatan adalah 

pihak yang berkepentingan, dan hakim secara pasif menunggu gugatan diajukan, 

tetapi setelah gugatan diajukan, hakim tidak dapat menolak untuk melihat gugatan 

tersebut, dengan alasan tidak ada hukum,larangan hakim untuk memberhentikan 

perkara tanpa hukum karena hakim dianggap mengetahui hukum (Ius Curia 

Novit), jika hukum tertulis tidak dapat ditemukan maka harus menggali, 

memantau dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup di dalamnya. 

masyarakat. Jadi, yang mengajukan gugatan adalah pihakpihak yang 

berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya suatu perkara 

atau gugatan (Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg). Ini berarti bahwa hakim tidak boleh 

aktif mencari-cari perkara (menjemput bola) di masyarakat, sedangkan yang 

menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali suatu perkara 

diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadilinya dengan alasan apa pun Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. 

b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam ketentuan Pasal 

2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 

riangan”. Asas ini mengandung makna bahwa tahanpan proses yang dijalankan 

melalui cara yang mudah dan tidak berbelit-belit. Cepat bermakna dengan tempo 

 
41 Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh 

Dokumen Litigasi, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.4-6 
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waktu penyelesaian perkara, lamanya waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu perkara, semakin cepat waktu penyelesaian maka akan 

semakin baik karena waktu penyelesaian perkara yang cepat erat kaitannya 

dengan biaya yang dibutuhkan, secara tidak langsung akan memperkecil biaya 

yang dibutuhkan.  

 

c. Asas Hakim Bersifat Pasif 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dalam memeriksa perkara perdata 

bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang 

diajukan untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berkerkara dan bukan 

oleh hakim.42 

Dalam memeriksa perkara perdata Hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa ruang 

lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada 

prinsipnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim 

tidak diperbolehkan menambah atau menguranginya, hakim hanya membantu 

para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat 

tercapainya peradilan.43 

1) Pasal 14 ayat (2) Perma Gugatan Sederhana 2015 disebutkan secara tegas 

hakim wajib bersifat aktif, dalam hal-hal sebagai berikut: 

2) memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara 

berimbang kepada para pihak;  

3) mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan 

kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;  

4) menuntun para pihak dalam pembuktian; dan  

5) menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. 

 
42 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 

hlm.10. 
43 Nilla Nargis & Marindowati, 2014, Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata, (Lampung: 

Justice Publisher FH Unila),hlm 5. 
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Peran hakim aktif dalam gugatan sederhana/ small claim court harus dilakukan 

dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hal demikian 

dimaksudkan untuk menunjukkan sikap imparsialitas hakim dala persidangan 

d. Asas Audi Et Altera Partem 

    Asas “audi et altera partem” merupakan kalimat yang berasal dari bahasa latin 

yang artinya “dengarkan sisi lain”. Asas ini mengandung makna bahwa hakim 

tidak hanya mendengar salah satu pihak saja, namun harus mendengar kedua 

belah pihak. 

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum 

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, semua sidang pemeriksaan 

pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan 

lain. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan 

proses jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali 

ditentukan oleh Undang-undang dan persidangan dinyatakan dengan pintu 

tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusi di 

bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang fair dan objektif dan 

didapat putusan yang objektif.44 

 

2.1.3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata 

Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya 

ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.45 Hukum acara perdata 

sebagai pedoman dalam praktik memiliki sumber hukum yang menjadi rujukan 

dalam proses pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara di persidangan. Berikut 

sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia: 

a. HIR (Het Herziene Indonesche Reglement).  

 
44 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 

hlm.10 
45 Ibid, hlm. 4. 
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HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement 

Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR 

yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 

sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa 

Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394. HIR sering 

diterjemahkan dengant RID ( Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S. 

1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan 

Madura. 

b. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten) 

RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. RBg ditetapkan dalam 

Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 dan mulai berlaku di 1 Juli 1927. 

c. BW (Burgerlijk Wetboek)/ Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah 

kodifikasi dari hukum perdata materiil, walaupun demikian BW juga 

memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya diatur dalam Buku IV 

tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993). 

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di 

Jawa dan Madura  

Undang-Undang ini berlaku tanggal 24 Juni 1947, tetapi yang oleh 

yurisprudensi dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan 

berlakunya undang-undang ini maka menggantikan peraturan mengenai 

banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal 

tersebut tidak berlaku lagi. 

e. Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

f. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) sepanjang mengatur mengenai hukum acara perdata. 



23 

 

 
 

g. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh 

hakim dalam penemuan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro kebiasaan 

yang digunakan oleh para hakim dalam pemeriksaan perara perdata, bisa 

dijadikan sebagai rujukan sumber hukum acara perdata.46 

h. Yurisprudensi  

Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh 

hakim lain di kemudian hari terhadap perkara yang sama/ sejenis, yang 

memuat kaidah-kaidah hukum baru. 

 

2.2. Pengertian Gugatan Sederhana 

Gugatan sederhana dikenal sebagai small claim court merupakan terobosan baru 

dalam hukum acara di Indonesia dengan prinsip atau asas yaitu sederhana, cepat 

dan terjangkau atau biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat 

dalam mewujudkan keadilan.47 Menurut M. Natsir Asnawi, Gugatan Sederhana 

(Small Claim Court) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang 

diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (simple procedure and 

evidentiary).48 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana, Pasal 1 angka 1, “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara 

pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan 

materiil paling banyak Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan 

dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. 

Peraturan Mahkamah Agung (perma) tentang tata cara penyelesaian gugatan 

sederhana ini merupakan langkah penting Mahkamah Agung dalam menerapkan 

prinsip penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. mekanisme 

dengan small claim court adalah penyelesian sengketa oleh pengadilan dalam 

proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan prosedur beracara diluar 

 
46 Zainal Asikin, Op. Cit, hlm 8. 
47 Clara Panggabean, “Gugatan Sederhanna Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan 

Sengketa”, dikutip dari https://law.ui.ac.id/v3/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-

menyelesaikan-sengketa/ diakses pada tanggal 04 Mei 2023, pukul 11.10. 
48 M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik. Jakarta . 2016. hlm. 648. 
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prosedur beracara diluar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang 

dirancang untuk sengketa dengan nilai gugatan kecil. Dengan bantuan small claim 

court, diharapkan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.  

Efa Laila Fakhriah menjelaskan bahwa Small Claims Court merupakan 

mekanisme informal (di dalam pengadilan, namun mekanisme tersebut biasanya 

berada diluar mekanisme pengadilan) dengan pemeriksaan perkara yang cepat 

untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang 

nilai gugatannya kecil.49 Di negara maju, Small Claims Court sudah 

dikembangkan sejak lama. Pada tahun 1913, di Cleveland, AS, Small Claims 

Court dibentuk sebagai protes terhadap fakta bahwa penyelesaian sengketa di 

pengadilan membutuhkan prosedur yang panjang, rumit dan kompleks, meskipun 

tidak semua sengketa yang dibawa ke pengadilan bernilai tinggi sehingga 

menimbulkan hambatan. untuk kelas menengah ke bawah.50 

 

2.2.1. Dasar Hukum Gugatan Sederhana 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.  

 

2.3. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji (breach of contract), secara etimologis 

berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie” yang berarti prestasi buruk. 

Wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau ingkar janji yaitu suatu kelalaian yang 

dilakukan oleh debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. 

Wanprestasi mengacu pada kegagalan untuk melakukan atau lalai untuk 

melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara 

 
49 Efa Laila Fakhriah, Small Claim Court dalam Sistem Hukum Acara Perdata, dalam 

www.pembaruanperadilan.net, diakses tanggal 05 Mei 2023. 
50 Efa Laila Fakhrihah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya 

Asas Peradilan Sederhana, Cepat Biaya Ringan, Unpad, Pebruari 2014 dalam HTTP:// download, 

portalgaruda.org/diakses tanggal 5 Mei 2023 
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kreditur dengan debitur.51 Salim HS, menyatakan bahwa wanprestasi memiliki 

hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai 

melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dan telah ditentukan dalam 

sebuah perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur.52 Yahya Harahap 

menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kegagalan untuk melakukan suatu 

kewajiban secara tepat waktu atau tidak tepat sehingga debitur harus memberikan 

atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dalam hal salah satu pihak 

wanprestasi, pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut J Satrio, 

debitur tidak menepati janjinya atau tidak menepati janjinya sebagaimana 

mestinya, semua itu dapat dipersalahkan kepadanya. Akibat yang sangat penting 

dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi 

atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi 

bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih 

dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Hal ini dapat 

dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: 

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 

perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai 

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus 

diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi 

disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah 

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini 

menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 

ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih 

sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau 

hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, 

pembatalan perjanjian, peralihan resiko. 

 
51 Salim Hs, Hukum Kontrak, Teori & Tekhnik Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar 

Grafika, Jakarta. 2003.Hal. 98 
52 Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, (Malang: Setara 

Press, 2017), hlm. 124. 
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Ketentuan tentang kewajiban menganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan.53 Komponen-

komponennya sebagai berikut54 :  

a. Ganti Rugi  

b. Biaya  

c. Bunga 

Yang dimaksud dengan keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan kreditur 

bahwa debitur wajib melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya. Jika waktu 

ini terlampaui, debitur ingkar janji (wanprestasi). Menurut R. Soebekti, seorang 

ahli hukum perdata, wanprestasi berarti jika debitur tidak melakukan apa yang 

dijanjikannya, maka dikatakan wanprestasi. Selain itu, jika kewajiban tidak dapat 

dipenuhi, ada dua kemungkinan, yaitu kesalahan debitur, yang dapat disengaja, 

lalai, atau tidak dapat dihindari. Dalam hal kesalahan debitur, ketika salah satu 

pihak telah melakukan atau tidak melakukan atau tidak memberikan sesuatu yang 

diperjanjikan, dikatakan wanprestasi atau wanprestasi. Debitur dikatakan 

wanprestasi apabila ia diberikan peringatan oleh kreditur, dimana setidaknya telah 

menerima 3 (tiga) peringatan oleh kreditur. Apabila teguran berupa surat 

peringatan tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa masalah ini 

ke Pengadilan, dan pengadilan akan melakukannya menentukan apakah debitur 

wanprestasi.55 

Wanprestasi atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara 

kedua belah pihak. Perikatan didasarkan perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 

sampai 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada Undang-

Undang yang diatur pada Pasal 1352 sampai 1380 KUHPerdata. Wanprestasi 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan 

terjemahan dari ingerbrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata 

dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu 

 
53 Lihat Pasal 1246 Bagian 3 KUHPerdata Tentang Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau 

Untuk Tidak Berbuat sesuatu. 
54 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global“ 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018) ,Hlm. 30 
55 Irzan, Azas Azas Hukum Perdata,cetakan III, Jakarta, 2019, hal. 506 
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jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata 

lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah 

melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. 

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan batas waktunya, 

maka seorang kreditur dipandang perlu memberikan peringatan tertulis yang 

isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam batas waktu yang telah 

ditentukan  agar ia memenuhi kewajibannya.56 Dari uraian di atas, jelas bahwa 

kita dapat memahami apa sebenarnya arti wanprestasi. Untuk menentukan apakah 

seorang (debitur) bertanggung jawab atas wanprestasi, perlu ditentukan dalam 

keadaan apa seseorang dianggap lalai atau gagal mencapai prestasinya. 

 

2.3.1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 

Ada berbagai macam bentuk dari para pihak yang tidak memenuhi prestasinya 

walaupun sebelumnya mereka setuju untuk melakukannya. Menurut Munir Fuadi, 

bentuk-bentuk wanprestrasi adalah sebagai berikut : 

a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi. 

b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. 

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.57 

Sedangkan menurut Marium Darius dalam bukunya kompilasi perikatan 

memberikan pendapat mengenai beberapa bentuk tidak dipenuhinya suatu 

perjanjian, wujud tidak dipenuhinya suatu perjanjian/perikatan yaitu: 

a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan. 

b. Debitur terlambat memenuhi perikatan. 

c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.58 

 
56 Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 

hlm. 98. 
57 Munir Fuady, “Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)”, Citra Aditya 

Bakti, Bandung,2001. Hal. 89. 
58 Mariam Darus Badrulzaman Op.Cit., Hal. 18 
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Menurut Subekti, seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila 

melakukan kelalaian atau kealpaan, yaitu: 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 

b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. 

c. Melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, tetapi terlambat. 

d. Melaksanakan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.59 

 

2.4. Profil Instansi 

1. Deskripsi Instansi 

Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang berkedudukan Jl. Cemara Komplek 

Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Tulang Bawang. Pengadilan Negeri 

Menggala merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah 

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa,dan 

memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum 

meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang 

Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. 

Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan 

Negeri Menggala Kelas II sebagai berikut : 

a. Visi: “Mewujudkan Pengadilan Negeri Menggala Yang Agung” 

b. Misi: 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Menggala; 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan; 

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri 

Menggala; 

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri 

Menggala 

 

 
59 R. Subekti, I, Op.Cit., Hal. 23 
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Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala Pengadilan Negeri 

Menggala wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) Kabupaten,yaitu; 

 

 

2. Sejarah Singkat Lokasi Magang 

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 kanbupaten Tulang 

Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten. 

Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten 

Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahiun 1997 maka 

terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang. 

Pengadilan Negeri Kelas III Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah 

Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.MCL Pada tanggal 06 Desember 

2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H. Sulaiman, 

SH.MH dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, SH. Sebelumnya daerah 

hokum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hokum Pengadilan 

Negeri Kota Bumi. 
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a.  Lambang Pengadilan Negeri Menggala 

 

Lambang Pengadilan Negeri Menggala 

 

1. Bentuk: Perisai (Jawa:Tameng)/ bulat telur 

2. Isi : 

a. Garis Tepi: 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang 

menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila) 

b. Tulisan "PENGADILAN NEGERI MENGGALA" yang melingkar 

diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, 

Lembaga pengguna lambang tersebut. 

c. Lukisan Cakra: Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah 

senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata 

"Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidak 

adilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai 

Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang 

Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa 

bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian 

halnya dengan Cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. 

Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai Cakra yang 

(sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda 

panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada 

roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung 
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cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api 

(Belanda:vlam). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah 

api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan 

fungsinya memberantas ketidak adilan dan menegakkan kebenaran. Jadi 

pada lambang Mahkamah Agung   cakra digambarkan sebagai Cakra 

yang " aktif ", bukan Cakra yang "statis” 

 

d. Perisai Pancasila: Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang 

sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan 

menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan 

Kehakiman adalah Kekasaan Negara y,ang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia." Catatan : Rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004 sama dengan Dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor14 

tahun 1970.  

e. Untaian Bunga Melati: Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-

masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas 

garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan 

dalam kepemimpinan (hastabrata).  

f. Seloka "Dharmmayukti": Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) 

huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan 

"dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan 

double M. huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan 

dilafal sebagai "A" seperti pada ucapankata "acara", "dua" "lupa" dan 

sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang 

terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai 

huruf "O" seperti lafal "O" pada kata"motor, "bohong" dan lain-lainnya. 

Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan 

kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata 

"dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang 
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sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan 

keadilan. 

 

3. Struktur organisasi 

a. Struktur Organisasi dan Tata Pengelola 

 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala 
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Tata Kelola Pengadilan Negeri Menggala diatur dalam peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan 

dan kesekretariatan peradilan yaitu: 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab 

Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I 

dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai 

tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi 

perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas 

dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 

2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 

3) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 

4) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus; 

5) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data 

perkara, dan transparansi perkara; 

6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam 

program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi: 

7) Pelaksanaan mediasi; 

8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan, kejurusitaan;dan 

9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Tulang 

Bawang Kelas II, terdiri atas: 

a. Panitera Muda Perdata; 

b. Panitera Muda Pidana; 

c. Panitera Muda Hukum 
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Panitera Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang Kelas II mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta 

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II 

menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan 

pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksananaan pengelolaan administrasi 

perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, 

pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,dan 

transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN 

dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi 

Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan 

kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri. 

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara 

dibidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan 

dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi 

perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah 

diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan 

kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan 

pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, 

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman 

berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, 

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hokum 

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, 

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan 

berkasperkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan 
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penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hokum tetap kepada Panitera 

Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh Panitera. 

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas 

melaksanakan admin,istrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas 

,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan 

fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara 

pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan 

permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan 

distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis 

Hakim berdasarkan  

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan 

penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan 

penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan 

ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik pelaksanaan penerimaan 

kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan 

pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada parapihak yang tidak hadir, 

pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan 

peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman 

berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, 

pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusanupaya hukum kepada 

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan 

Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya 

hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan 

permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yangbelum 

mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkarayang 

sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan 

urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Panitera. 

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas 

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara,penataan 
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arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan 

pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian 

statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, 

pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan 

kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan 

penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan 

transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan  dari masyarakat, 

hubungan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain oleh panitera.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan 
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III. METODE PENELITIAN  

 

3. 1   Metode Penelitian 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan 

mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran haqiqi dari suatu gejala 

atau peristiwa yang terjadi.61 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu merupakan penelitian yang 

mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perma No 4 

Tahun 2019 Perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 ) dan dokumen tertulis secara 

in action (menganalisa putusan perkara No: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl) pada suatu 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.62 

3.1.3. Tipe Penelitian 

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat 

sifat suatu individu, keadaan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang 

berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis 

yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam mayarakat.63 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas 

mengenai perkara apa saja yang dapat di selesaikan melalui gugatan sederhana, 

 
61 I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, Sampel dan Teknik Sampel dalam 

Penelitian ,Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm. 7. 
62 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press) 

hlm 115. 
63 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm. 50. 
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dan mekanisme penyelesaian gugatan sengketa perdata melalui gugatan sederhana 

berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Perma No 2 

Tahun 2015. 

3.1.4 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian suatu masalah 

elalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. 

Pendekatan pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif terapan dengan tipe judicial case study yaitu pendekatan 

studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan 

pengadilan.64 Adapun yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah 

bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana 

berdasarkan Perma No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No 2 Tahun 

2015 di Pengadilan Negeri Menggala. 

3.1.5. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak 

tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap 

peristiwa hukum in concreto dan wawancara dengan narasumber yang terlibat 

dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.65 Data primer dalam penelitian ini, 

diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Menggala.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara 

mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:  

 

 
64 Ibid, hlm. 150. 
65 Ibid, hlm. 151. 
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1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  

b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;  

c. HIR dan Rbg;  

d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana;  

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana; 

f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiiki kaitan dengan objek 

penelitian. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, 

meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya 

yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.66 

3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada 

majalah, surat kabar atau internet. 

3.1.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:  

a. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan 

 
66 Sri Mamuji, 2006, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: UI Press), hlm 12. 
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perundangundangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan Gugatan 

Sederhana/ Small Claim Court yang akan dibahas. 

b. Studi dokumen  

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

dipubikasikan secara umum dan boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi 

dokumen dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan Gugatan 

Sederhana/ Small Claim Court, dan mengkaji putusan yang berkaitan dengan 

penyelesaian gugatan sederhana yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri 

Menggala.  

c. Studi Lapangan 

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan 

narasumber yaitu sebagai usaha dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. 

Wawancara dilakukan terhadap Hakim yang memiliki pengalaman menangani 

perkara gugatan sederhana. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Menggala. 

d. Wawancara 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. 

Wawancara dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Menggala yang 

memiliki pengalaman menangani perkara gugatan sederhana. Narasumber dalam 

wawancara tersebut ialah Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., dan Ibu Laksmi 

Amrita, S.H. 

3.1.7. Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:67  

a. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul 

untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini;  

 
67 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 126. 
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b. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar 

dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data 

yang benar-benar objektif;  

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data 

sesuai dengan permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan 

analisis data. 

 Analisis Data 

Analisis data yaitu proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Metode analisis data yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.68 Analisis 

kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.69 Data disajikan dan tersusun secara sistematis sehingga 

diberikan penafsiran serta gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan 

untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan. 

 

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 3,5 bulan, mulai dari tanggal 16 

Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, Hari kerja dilakukan dari hari Senin 

sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-16.30 WIB dan 

untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan diJalan Cemara 

Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab. Tulang 

Bawang, Lampung 34611. 

 
68 Sri Mamudji. Op.Cit. hlm.9-10 
69 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 105. 
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2. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala ini dibimbing 

oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing 

lapangan dari pihak Pengadilan Negeri Menggala sebagai pihak yang 

membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – 

metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di 

Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, antara lain: 

a. Wawancara  

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan 

petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. 

Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan 

dan prosedur lainnya.  

b. Pengamatan Langsung  

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di 

Pengadilan Negeri Menggala Kelas II.  

c. Praktik Lapangan  

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang 

telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak 

penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing 

lapangan maupun staf lain yang bertugas.  

d. Evaluasi  

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari 

kegiatan yang telah dilakukan.  

e. Dokumentasi  

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang 
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kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang 

dibahas. 

3. Tujuan Magang 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:  

a. Bagi Unila:  

1) Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dengan Pengadilan Negeri Menggala. 

2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum 

untuk menghasilkan lulusan–lulusan yang terampil sesuai dengan 

kebutuhan dalam dunia kerja.  

3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

b. Bagi Mahasiswa:  

1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di 

Pengadilan Negeri.  

2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan 

ilmu atau teori yang selama ini diperolah pada saat masa perkuliahan dan 

dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.  

3) Mengkaji permasalahan–permasalahan praktis dalam dunia kerja dan 

mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.  

4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan 

praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri. 

4. Manfaat Kerja Magang 

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa 

dalam beracara di Pengadilan Negeri;  

b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa 

lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat 

membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;  
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c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja 

dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori 

yang ada;  

d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih 

terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri;  

e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat 

bekerja secara tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja. 
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V. PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian skripsi ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Karakteristik adalah suatu pembeda atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu 

hal tertentu, jika dikaitkan dengan ciri penyelesaian perkara gugatan 

sederhana, perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan 

penyelesaian perkara gugatan sederhana sedikit berbeda, seperti proses 

pembuktiannya yang sederhana dan waktu yang relatif singkat, nilai 

gugatan materiil pada gugatan sederhana dibatasi maksimal Rp. 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah), perkara tersebut harus sudah diputus 

paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak dimulainya sidang pertama. 

Hakim yang memeriksa penyelesian gugatan sederhana adalah Hakim 

tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam 

lingkup Peradilan Umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu 

wilayah hukum, subyek penyelesaian perkara gugatan sederhana terdiri 

dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali memiliki 

kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan dalam 

penyelesaian gugatan sederhana adalah upaya hukum keberatan yang 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan 

sederhana tersebut diputus. 

2. Mekanisme atau tahapan penyelesaian sengketa gugatan sederhana dalam 

Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl di Pengadilan Negeri Menggala 

diantaranya yaitu Penggugat mendaftarkan gugatan secara mandiri melalui 

e-court dimana dalam formulir pendaftaran tersebut berisi mengenai 

identitas Penggugat dan Tergugat, alasan Penggugat melakukan gugatan/ 
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penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, Penggugat wajib 

melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat mendaftarkan 

gugatan sederhana dan kemudian berisi tuntutan Penggugat. Setelah 

mendaftar dan membayar biaya perkara, Ketua Pengadilan menunjuk 

Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara. Setelah itu 

menetapkan hari sidang pertama. hari pertama sidang Hakim 

mengupayakan perdamaian, jika tidak berhasil maka Hakim melanjutkan 

dengan mendengar gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat. 

Dalam gugatan sederhana tidak mengenal kesimpulan, oleh karena itu 

agenda terakhir ialah putusan, didalam putusan tersebut hak-hak Hakim 

memberikan hak-hak para pihak antara lain merima atau menolak putusan. 

Jika salah satu pihak tidak terima dengan putusan, maka upaya hukum 

yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana ialah upaya hukum 

keberatan. 
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